LAMP. : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA
GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 35 /KPTS/GT/ VI 2021

TANGGAL: 17 JUNI 2021

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK (SPP) UNTUK ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA
KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA

PENDAHULUAN

Kemantren merupakan Unit Kerja penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun
2019 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan Berbasis Elektronik, maka Kemantren mempunyai
kewenangan memberikan pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai
berikut yaitu :

1)

2
3

Membantu pelayanan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pengajuan permohonan
administrasi kependudukan secara daring karena tidak memiliki perangkat telepon seluler androit atau
komputer dan khusus warga yang gagap teknologi

) Membantu masyarakat mencetak dokumen administrasi kependudukan hasil layanan daring

) Menerima konsultasi tentang mekanisme layanan daring kepada masyarakat

4) Membantu pelaksanaan koordinasi pelayanan penduduk rentan administrasi kependudukan,

pelayanan e mobile KTPel, pelayanan jemput bola administrasi kependudukan di wilayah

5) Memfasilitasi sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan (tempat, listrik, jaringan

internet,lemari arsip dan sarana lain untuk keperluan pelayanan.
Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, adil, cepat, transparan, terukur serta

akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Mantri Pamong Praja.

STANDAR PELAYANAN
Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
NO. KOMPONEN | URAIAN
1. | Dasar Hukum 1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Publik;

2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2019 tentang
Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan Berbasis Elektronik.

6) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Kemantren dan Kelurahan;

7) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong

Praja
2. | Persyaratan a. Masyarakat datang ke Kemantren dengan membawa dokumen
Pelayanan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku dan Hp androit ( bila tidak

ada dapat memakai akun JSS petugas kemantren dengan dilengkapi
Surat Kuasa).




Untuk rekam KTP ganti baru atau pindah : dokumen yang perlu dibawa
KK asli atau foto KK asli pada Hp, mendaftar melalui JSS pada layanan
kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk rekam KTP baru 17 tahun warga kota langsung di Mall Pelayanan
Publik (MPP Balaikota) dengan membawa fotocopy KK

Rekam KTP el saat ini dipusatkan di Dindukcapil Balai Kota/ Mall
Pelayanan Publik Balai Kota karena alat rekam KTP di Kemantren sudah
ditarik dipusatkan ke Balaikota semua.

Dokumen pendukung perubahan biodata bila ada perubahan data
Untuk perubahan biodata pada KK diperlukan dokumen pendukung
perubahan misal : akta nikah atau akta cerai untuk perubahan status
perkawinan , ijasah untuk perubahan data pendidikan, foto SK
kepegawaian untuk perubahan data pekerjaan bila di instansi negeri ,
akte kelahiran untuk penambahan anggota keluarga pada KK , akta
kematian untuk pengurangan anggota keluarga pada KK karena wafat .
Foto KK Asli sebelum perubahan , foto KTP Asli Pemohon , mendaftar
melalui WA online No. 082137589077 untuk KK/Surat Pindah /mutasi
penduduk; WA online No. 085156474750/melalui JSS untuk pelayanan
akta kelahiran/kematian (jam pelayanan WA 08.00 -10.00 WIB)
Pelayanan Pindah /Mutasi penduduk Keluar persyaratannya : foto KK
asli, KTP asli dan alamat tujuan pindah atau KK yang akan ditempati.
Pelayanan Pindah/mutasi penduduk kedatangan persyaratannya : Surat
Pindah, dokumen perubahan (bila ada), Surat pernyataan kerelaan
penggunaan alamat dari kepala keluarga dari KK/alamat yang akan
ditempati di tandatangani ybs. dan diketahui Ketua RT setempat.form
kedatangan.

No.telp atau no. Hp, no. WA dari Pemohon yang dapat dihubungi
(untuk kelancaran pelayanan) dan alamat surat elektronik (email)

Kartu Keluarga Asli atau Foto Kartu Keluarga Asli pada Hp bila warga
membawa Hp androit sendiri.

Bila ada perubahan data pada KIA atau KTP el , maka KK harus dilakukan
perubahan lebih dahulu.

Untuk KIA : Pas foto 3x4 berwarna (biru untuk tahun kelahiran genap
dan merah untuk tahun kelahiran ganjil) untuk anak yang berumur di
atas 5 tahun di bawah 17 tahun, akta kelahiran asli atau foto akta
kelahiran asli pada handphone

Bila masyarakat minta bantuan mendaftar online dengan menggunakan
akun petugas kemantren maka perlu dilengkapi Surat Kuasa bagi
petugas Kemantren untuk membantu pengajuan dokumen administrasi
kependudukan bermeterai Rp10.000,- .

.Untuk dokumen yang hilang namun tidak ada perubahan data cukup

membawa Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian yang masih
berlaku untuk permohonan dokumen kependudukan dan catatan sipil
yang hilang difoto ( bila ada fotocopy dokumen yang lama yang hilang
dapat dicantumkan untuk mempermudah pelayanan). diupload /kirim
ke link WA pelayanan online No. 082137589077 (jam pelayanan WA
08.00 -10.00 WIB ) atau melalui JSS pada pelayanan kependudukan dan
pencatatan sipil.

Keterangan:

Data yang dicetak pada KIA atau KTP el harus sama dengan data di
dalam Kartu Keluarga. Oleh karenanya, apabila mengajukan perubahan
data KIA atau KTP el , hendaknya mengajukan penggantian KK terlebih
dahulu.

Perubahan data KK terkait kelahiran agar dilengkapi bukti dukung foto
akte kelahiran asli pada HP atau akta lahir asli.

Perubahan data KK terkait kematian agar dilengkapi bukti dukung foto
akte kematian asli pada HP dengan akta kematian aslinya.

Perubahan data KK terkait perkawinan agar dilengkapi bukti dukung
foto akte perkawinan/ buku nikah asli dengan menunjukkan aslinya.




e Perubahan data KK terkait perceraian agar dilengkapi bukti dukung foto
akte perceraian asli atau akta cerai asli dan copy keputusan pengadilan
(menunjukkan asli).

e Perubahan data KK terkait perceraian apabila data yang bersangkutan
pada KK masih berstatus belum kawin maka memerlukan foto akte
perkawinan asli atau akta aslinya dan foto akte perceraian asli atau
akta cerai asli dan copy putusan pengadilan.

e Perubahan data terkait pindah keluar disertai Surat Pindah Keluar,
pindah masuk disertai Surat Pindah Masuk (dari Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil).

Sistem, mekanisme,
dan prosedur

PROSEDUR PELAYANAN IZIN

1. Pelayanan

2

2. Pemeriksaaan
Penolakan EE—
—_— Berkas

Tidak memenuhi syarat i

3.b Proses pendaftaran via WA layanan
atau JSS, menunggu proses verifikasi

memenuhi syarati

4, Selesai
kirim ke email

Keterangan bagan :

1. Pemohon datang ke Kantor Kemantren untuk menyerahkan form
permohonan pembuatan/perubahan KK dengan dilengkapi dokumen
pendukung yang diperlukan, dan membawa Hp androit bila perlu
dibantu untuk daftar online

2. Pemeriksaan berkas oleh penatalaksana/ petugas teknis pelayanan
3. a.Jika dokumen pendukung belum benar dan lengkap maka dikembalikan

kepada pemohon.

b. Jika dokumen pendukung kelengkapan permohonan sudah benar dan
lengkap, maka dokumen tersebut difoto dan dikirim melalui WA
pelayanan online atau JSS klik /pilih pada Pelayanan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil /memilih permohonan dokumen yang diperlukan.

4. Penyerahan KK/dokumen lain yang diperlukan sudah ditandatangani

dengan barcode kepada pemohon, melalui email pemohon, dapat
dicetak di Kemantren atau dicetak sendiri dengan menggunakan kertas
A4 80 gram untuk KK dan Akta-akta, kertas HVS folio 70 gram untuk
Biodata Penduduk dan SKPWNI.

Jangka waktu
penyelesaian

1 (satu) hari kerja atau selambatnya 2 hari sejak persyaratan diterima
lengkap dan didaftarkan melalui WA layanan online atau JSS pada
pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Biaya/tarif

Tanpa biaya (gratis)

o

Produk pelayanan

KK/ mutasi pindah (keluar/kedatangan)/KTP/KIA,Akta kelahiran/kematian.

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1. Bukutamu

2. Komputer dan jaringan internet

3. ATK

4. Formulir Permohonan Pindah datang (untuk mutasi kedatangan)




Sarana Pendukung disesuaikan dengan kondisi Kemantren
Ruang tunggu;

Kipas angin/AC;

Televisi;

Koran/majalah/ buku bacaan (Pojok Baca);

Makanan ringan dan air minum;

Toilet.

Ruang Laktasi untuk ibu menyusui .

Pojok bermain anak.

Kompetensi
Pelaksana
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Mantri Pamong Praja (sebagai atasan pelaksana) :
S2, S1 yang telah memenuhi persyaratan kepegawaian.
2. Ka.Jawatan Umum :

S1/DIll (yang sederajat) yang telah memenuhi persyaratan kepegawaian.
3. Penatalaksana atau petugas teknis Jawatan Umum untuk Pelayanan
Informasi Pengaduan.DIII/SMA (yang sederajat) dan telah memenuhi
syarat keterampilan.

Pengawasan
internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana.
2. Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kemantren.

10.

Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan

Kota : Datang langsung dan UPIK (email, SMS, telepon, aplikasi JSS)
Kelurahan : Datang langsung, kotak saran, email kelurahan, telepon, sms
dan faksimile.
Sarana Pelayanan Pengaduan Kemantren :
1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)
a) upik@jogjakota.go.id (melalui aplikasi JSS)
b) Sms ke 08122780001
2. E-mail : gt@jogjakota.go.id
. Telepon :(0274) 515787
Faks.  :(0274) 515787
. Hotline SMS : 08122780001
. Surat : Kecamatan Gedongtengen, JIn. Jlagran lor 52 Yogyakarta
. Kotak saran dan pengaduan.
. Datang langsung
. Kuesioner tentang layanan.
Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti sesuai
dengan kewenangan.
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11.

Jumlah pelaksana

2 (dua) pegawai

12.

Jaminan pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang
didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya.

13.

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin
2. Bebas KKN

14.

Evaluasi kinerja
pelaksana

1. Evaluasi monitoring dilaksanakan seminggu sekali jika tidak ada
pengaduan
2. Pengisian kuesioner SKM tentang layanan 6 bulan sekali

15.

Masa berlakunya

Selama tidak ada perubahan .

16.

Waktu Pelayanan

Hari Senin s/d Kamis : 08.00 - 15.00

Hari Jumat :08.00-11.30
11.30 - 13.00 (Istirahat)
13.00 - 14.00
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